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PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 003/PER.KOMNAS HAM/VI11/2015

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama dalam

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Kerja Sama

Kelembagaan;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4919);
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Menetapkan
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN.

Pasal 1
Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) ini merupakan acuan sikap unit kerja
di lingkungan Komnas HAM dalam melakukan kerjasama

dengan pihak lain.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Komnas HAM
sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini
merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini, yang
susunannya terdiri dari:
l. Pendahuluan
A. Landasan Hukum
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Asas Kerja Sama
E. Mitra Kerja Sama
Il. Strategi Pelaksanaan Kerja Sama

A. Batasan

B. Lingkup Kewenangan untuk Mengembangkan Kerja

Sama
C. Pengelola Kerja Sama

D. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama
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I1l. Metode Pelaksanaan Kerja Sama
Tahap Penjajakan

Tahap Pelaksanaan
Pengawasan dan Evaluasi
Pengembangan Program

Penghentian dan Pemutusan

nmoow?>»

Pemberian Rekomendasi Bantuan Luar Negeri untuk
Lembaga Lain oleh Komnas HAM

G. Pemberian Rekomendasi untuk Peruntukan Lain

Pasal 3

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NUR KHOLIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 003/PER. KOMNAS HAM/VII/2015

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

FETIORAN ETTGTA SARA RTETTRTIACTA A ™Y

MENDAHTULTIAN

beornpsl Meesinuad Hak Asasesd Magoses (boies HARMY eladisaanaban Dougst
pengkajian, penelitian, peovidnhan, pemantanan, dan modiasd tentang
HaAK sobageaninimin it didam Utnedonnge Ciwlaone Momer @9 Uadaoan 1904
terlanyg Hak Asasi Manwsia, Sclain Tungs: wrscbul, hownas HAM juga
diberikan mandat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut Komnas HAM dapat
menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini untuk
membangun sinergi dalam upaya perlindungan, pemajuan, dan
penegakan HAM di Indonesia. Kerja sama yang dilakukan diwujudkan
mckdul serangkoian aklivilas boersoons doignul o o peEieko
kepealitgan TEARM vangy didozsed dengan prinsip mulualisine dan
dinvalakan dalam dokouienn kesopadealan ke sawas, Daldam rengks
ok ung polobesusen visi dun wisi omos HARM, shocrel Joor koo
s <engmy andilvanyn dapal dilakokan mclalod peugonbongan jojadug
kexjo souna clonzan pera ponoangkn kepoiiagsan HAR baik oi lingkal

rrasiowa], regivusd s o e roeasioad,

Pamad &% Undang- Lhedloos bowmer 5% Talwan 1999% menvchulloea “Roimias
HAM dalam rangka menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, dan
penyuluhan dapat bekerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak
lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam
bidang hak asasi manusia”. Sementara secara keseluruhan untuk

memperkuat fungsi-fungsinya, Komnas HAM juga memerlukan sejumlah
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aktivitas pengembangan kapasitas dan pengembangan jejaring dengan
pemangku kepentingan HAM lainnya yang dapat dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak melanggar ketentuan

perundang-undangan serta prinsip dan azas kerja sama.

Selain itu, Prinsip-Prinsip Paris 1991 (Paris Principles) juga memberikan
amanat kepada Institusi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan
kerja sama dengan stakeholders baik di tingkat nasional, regional maupun

internasional.

“Suatu lembaga nasional harus, antara lain mempunyai
tanggung jawab sebagai berikut, antara lain bekerja sama
detgam Persevikiran Hangsa Hangsa done leawhbapga lafone
dalan sislown rrsciikalany Bangsa-Baigess, Daslioosi-insilust
regional dan institnsl nasicnal dari negara-negara laino vang
Berwecienag dalane biglang perlitulongan dan encajoan hek Dk

Ass1 mmansin Y

Herdasavkan kelerooan erschul maka koja s vang telal dilakalan
Eoannges HAM detwsmon emboga necoos, insuiloesi poocdiciben,  leomloapa
cloar, maupun mitra koerja lain baik di tngkat nasicnal, mgienal, <an
interresiotel wmeropakan hal vaug penting dau nlooa ok dilakinkean,
Cileln korens o, Komuas HAM weneoelon: perlu wiulk weiwnuskan
[ecloman gna dijadikan acnan alch nnit-1undt kerja vang ada di omnas

TTART dalam melalkmian ksrja sama dengan pihalk lain.

A Toowdasan TTukonm

Tamdasan TTnknm pelale=anaan erja sama Komnas TTAM dengan

le.m s lain, Faitn

1. Undang-Undaryg Nowor 39 Tatiua 1999 lentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4026);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5315); dan

5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat

Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tnjian

Podoman il dolopoksan scbagsd scwar bagh scudap uidl koja di
Tivg ke Foanngas TTAR dalam melpliukar) kepjs soomd demgeon) pateak
Tain vang  berizi herlmgai il vang berhmnmnpan dengan

Poalclorire s o pelaksareaan korjo s,

Fuang Linglmp

Loerja, smno vaug dalakukan wclpud alodvitas baik voog Doersilfal
pensialan kelemnbragaan roanpor somlene duys mmnnsia akan
rangka pengmatan mgas Jdan mingsi elsmhacaan. Kerja =ama Jdan
lavitoan dalau bencok Ldbab oang ddads dapal diperguaakons anouls
beewivalan poevsirganizan leamos aotaca Laine penandaosan, peovelic ik,

fdan mesdiasi.

Asms ko Baas

1. kembitraan: hibningan vang sitatnya saling bekerja sama:
2. Kosclarenn adota posisi yang scimbaug ldalk saling
mendominasi;

3. Kemanfaatan: kerja sama harus memberikan manfaat baik
untuk lembaga maupun masyarakat;

4. Resiprokal: adanya hubungan timbal balik dari para pihak;
Keamanan: kerja sama yang dilakukan tidak mengganggu atau

mempengaruhi keamanan dan kepentingan nasional;
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Pengakuan: adanya pengakuan mengenai keberadaan lembaga
masing-masing;

Independensi: tidak mengganggu kemandirian dari masing-
masing pihak;

kel bk koo sane dilakokon berbanodoskeng nial haoik

L. Milru Rer sois

i

Tembaga necara tingkat pmisat dan dasrah, vaihi lembaga vang
bermdla di beady meoogann clschunl, logisladl, ooy vodikanl
el I Do newory et (stete auxiiiomy bodies),

Tembtmga pendidikan, ¥aitnn instimsi yang mempiinyal fingsi
alau pekcijamn pokek d bidang poielidiboan,

Lembugy donor dalan negerd dan lusar pegersd, yadly vigauisasi
non-negara vang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan
Komnas HAM.

Organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, yaitu
organisasi non-negara yang memberikan kontribusi dalam
kegiatan Komnas HAM.

Korporasi nasional dan/atau internasional, yaitu organisasi
ckonomi yang dalam praktiknya tidak diindikasikan melakukan
pelanggaran HAM atau berkepentingan dengan suatu dugaan
npelangparan 1TAM, seris meneraplkan prinsip TTAM.

Tndividn, vaitn persscrangan van memiliki perhatian pada i5m-
i HAM  clony wrinborikan konwibows: dabkan poinajuon,

prelindingan, penegalean, dan perenntean TTAM 00 Trocdonesies.

I BTHATICR PELARSANSAN KD, SARA

A, EBalaszan

1.

Resepaduiatan Eerjn ssano adololl kesepoboatoon ooiora Rowinsas
ITard  denpan mitra tenmang psdavagnnaan simherdata,
penguatan kelembagaan, serta sarana dan prasarana, untuk
kegiatan bersama dalam rangka pemajuan, perlindungan,
penegakan, dan pemenuhan HAM;

Dalam kesepakatan kerja sama diatur tentang hak dan

kewajiban para pihak;
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3. Kegiatan kerja sama adalah semua bentuk kerja sama antara
Komnas HAM dengan satu atau lebih mitra strategis;

4. Kerja sama antara Komnas HAM dengan mitra strategis hanya
dapat dilakukan oleh Pimpinan Komnas HAM, Subkomisi, dan
Sekretariat Jenderal Komnas HAM;

5.  Unit kerja adalah semua unsur kelompok kerja yang ada di

lingkungan Komnas HAM yang harus memiliki pimpinan unit.

B. Lingkup Kewenangan Untuk Mengembangkan Kerja sama

1. Kerja sama yang menyangkut kepentingan lembaga Komnas
HAM secara keseluruhan dilakukan oleh Pimpinan Komnas
HAM, khususnya jika berkaitan dengan lembaga-lembaga negara
serta lembaga-lembaga yang mewakili negara sahabat. Selain
itu, Pimpinan Komnas HAM melakukan kerja sama di tingkat
nasional, regional, dan internasional apabila implikasi kerja
sama tersebut melibatkan lebih dari satu subkomisi di Komnas
HAM;

2. Kerja sama yang menyangkut kepentingan pengembangan
kapasitas dan aktivitas terkait fungsi dan tugas subkomisi dapat
dilakukan oleh masing-masing subkomisi melalui koordinator
subkomisi. Kerja sama yang dilakukan oleh subkomisi bisa juga
dalam bentuk tindak-lanjut kerja sama yang sudah dilakukan
Pimpinan Komnas HAM;

3. Kerja sama kapasitas dan aktivitas terkait fungsi dan tugas
kesekretariatan Komnas HAM dapat dilakukan oleh Sekretariat
Jenderal Komnas HAM melalui Sekretaris Jenderal;

4,  Kerja sama yang dilakukan oleh Komnas HAM yang memiliki
implikasi pada pengelolaan APBN harus dilakukan di bawah
koordinasi Ketua Komnas HAM;

5. Perikatan kontraktual yang muncul dalam kerangka kerja sama
antara Komnas HAM dengan lembaga lainnya hanya dapat

dilakukan oleh Pimpinan Komnas HAM.
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o TPoweclols Koija Surd
l. il lsoaunas TTAN,  oonlinalom Snbkomnisi, dan Sckrolars
deanloaads
W wclakodoan porsciiiwoant Bern sarns donn ponoond e
Tl kesepalimoam dengane milrn scEsnal o dongan
honeriaeany  wssmg-niasn sclbagameaes werlers dalaog
Tiawiors T Qi aless
. melinpahlian kerja sama Kepada 1nit Terja vand ralavan:
2, rwcmperiangeongiaeablann proscs dan hasil-leasil dod korja
s youry dilakokan dengan o sesosl denesnn lirackd
KSR NA R A,
2. wWakil helus BEkstcriuval
W welakoksn oonlieasi, sikronisasi, donn Dlegoiusl Kejo
aama-kerja 2ama dalam linglningan Trmnas TTAM,
b mombBasilitas dan mwemperlancsr paoscos keglalan oerja
waarl, varde i olksany odelr wonil ke O Tniglk s e gs
TIAM,
o, neclakoksn pengawasan danl cvaluss: atas kerja saus vaug
el olilialendbes o Toomnreas TTANT cdoarn Tenndasawes noilen.
Ao Timy Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama
A, meercucansksnn, wengowbangkean,  dean melaksanadoan
pennakan ke sarna dengnn il
. mampelajari dan memerilsa satiap pasal dalam rancancan
nesleals nola kesepabioruan danatan perjaniann keyja ssana,
I mengkoordinasilan peogelnlaan dokoormmers dan aesip loerjs
sama lwemnas 1AM denogan mitrag
. mlalisaneiln fagas can Dnogs aelminisias;
o, neemBasilicasi proscos pongAaneasan donn cvaluas alas kenja
sama yans wlah dilalmloan lomnas AWM dan lembaga
TILILTEL.
4. Linl bocaja elann Perveakil=n oo HA S
W wcnguesulkac Lers oo dodiean) iy lericiii;
b erlibal daknu kegialne impleioeialasi JooTja snni anuan
Koaniisas HAR deiwzan milca wericill 5ang $esoE doigan

Lggaas ool dean Fongesl widl voow bersaoekolag;
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D. Persyaratan Calon Mitra Kerja sama

Sebelum melakukan kerja sama perlu dilakukan analisa/penilaian

terhadap calon mitra kerja sama. Analisa meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. kejelasan status hukum dari calon mitra kerja sama;

2. calon mitra memiliki komitmen dalam pemajuan dan penegakan
HAM;

3. calon mitra memiliki rekam jejak dan kualifikasi yang baik pada
bidangnya;

4. nilai strategis dari calon mitra kerja sama;

5. dukungan manajemen dari calon mitra;

6. karakteristik dan aspek etika dari calon mitra;

7. kesesuaian dalam aspirasi, tujuan, dan minat dari calon mitra;

8. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;

9. kesediaan calon mitra untuk menjalin kerja sama;

10. kesediaan menanggung resiko secara bersama;

11. kesediaan dan kemudahan untuk saling bertukar dan berbagi
informasi;

12. calon mitra memiliki iktikad baik dan saling percaya;

13. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama;

14. menyepakati keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam
priaksanaan kerjin sama;

T.x. tidak ada Wepentingan Iain selain wang merttang di dalam

dokome poajanjian koaja samd il ol kescpadionoal,

Rl IEFEITT0Y P AREAN AN XA SAMA

Melraniame kerja sama 1 Komas TTAM  diatnre herdazarkan tahapan
kerja  sma vang mchpuld penjambksn koaja sawa, oeladoesiaassn,

perrgapeasal, L evaloas, serld peeugew Do pematusan Eerju soune,
A, Toleap Teujujubkau

1. Penjajakan awal
Kegiatan awal kerja sama, yaitu melakukan penjajakan terhadap
calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Komnas HAM. Penjajakan dan prosedur penjajakan awal dapat
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dilakukan oleh Pimpinan/Anggota/Sekretaris Jenderal Komnas
HAM.

Tindak lanjut prosedur penjajakan yang dilakukan oleh
Pimpinan Komnas HAM yang bersifat kelembagaan perlu
dibicarakan dan disepakati bersama dengan Anggota Komnas
HAM lainnya di bawah koordinasi Koordinator Subkomisi yang
bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan sinkronikasi
dan integrasi dengan kerja sama-kerja sama lainnya yang

sudah, sedang dan/atau akan dilakukan oleh Komnas HAM.

Tindak lanjut prosedur penjajakan yang dilakukan oleh Anggota
Komnas HAM yang terkait dengan tugas dan fungsi subkomisi
harus dibicarakan dan disepakati bersama dengan Anggota
Komnas HAM lainnya di bawah koordinasi Koordinator
Subkomisi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya hal tersebut
diinformasikan kepada Pimpinan Komnas HAM (Wakil Ketua
Bidang Eksternal) untuk kepentingan sinkronisasi dan integrasi
dengan kerja sama-kerja sama lainnya yang sudah, sedang

dan/atau akan dilakukan oleh Komnas HAM.

Tindak lanjut prosedur penjajakan yang dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang bersifat kelembagaan,
peningkatan kapasitas staf, dan terkait dengan tugas dan fungsi
subkomisi perlu dibicarakan dengan Pimpinan dan/atau
Koordinator Subkomisi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya
hal tersebut diinformasikan kepada Pimpinan Komnas HAM
untuk kepentingan sinkronisasi dan integrasi dengan kerja
sama-kerja sama lainnya yang sudah, sedang dan/atau akan

dilakukan oleh Komnas HAM.

Semua persiapan dan pelaksanaan penandatanganan kerja
sama Komnas HAM secara administratif dikoordinasikan ke Biro

Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama.

Tahap penjajakan awal meliputi juga serangkaian langkah teknis
untuk penyiapan dan pengesahan dokumen nota kesepahaman
atau perjanjian kerja sama. Adapun langkah-langkah teknis

sebagai berikut:
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Substansi isi nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja

sama harus dibicarakan terlebih dahulu di lingkungan

internal Komnas HAM oleh  Pimpinan/Koordinator

Subkomisi/Sekretaris Jenderal bersama dengan Anggota

Komnas HAM lainnya, Biro Perencanaan, Pengawasan

Internal, dan Kerja sama, dan unit kerja terkait sebelum

dibahas bersama dengan calon mitra kerja kerja sama;

Butir-butir kesepakatan dengan calon mitra kerja sama

selanjutnya dibuat dalam rancangan naskah nota

kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama;

Rancangan naskah nota kesepahaman dan/atau perjanjian

kerja sama sclanjutnya dibahas kembali di lingkungan

internal Komnas HAM oleh unit kerja terkait dengan
melibatkan Sekretaris Jenderal, Pimpinan, Anggota Komnas

HAM, dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan

Kerja sama untuk membahas langkah-langkah

implementasi dari kesepakatan kerja sama tersebut;

Rancangan naskah nota kesepahaman dan/atau perjanjian

kerja sama yang sudah disepakati oleh Komnas HAM

dikirimkan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal,
dan Kerja sama dan/atau unit kerja terkait kepada calon
mitra kerja untuk penyepakatan akhir;

Rancangan naskah nota kesepahaman/perjanjian kerja

sama yang sudah disepakati bersama oleh Komnas HAM

dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke Pimpinan

Komnas HAM atau Koordinator Subkomisi atau Sekretaris

Jenderal sesuai dengan lingkup kerja sama yang

dikembangkan, untuk dipelajari isinya:

1) Jika ada koreksi, segera diperbaiki;

2) Jika disetujui, naskah rancangan nota kesepahaman
dan/atau perjanjian kerja sama tersebut dicetak dan
selanjutnya dimintakan paraf persetujuan dari
pemegang posisi terkait;

3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan

dibentuk tim khusus.
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f. Naskah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama
yang sudah mendapatkan persetujuan dibuat rangkap dua
masing-masing  dilengkapi dengan  materai untuk
ditandatangani oleh Ketua/Kordinator Subkomisi/
Sekretaris Jenderal (sesuai dengan lingkup kerja sama yang
dikembangkan) dan calon mitra kerja pada hari

pelaksanaan penandatanganan.

2. Penjajakan akhir

Kegiatan akhir dari proses penjajakan adalah persiapan teknis
terkait dengan  pelaksanaan penandatanganan  nota
kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Komnas

HAM dan calon mitra kerja.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan/implementasi kerja sama merupakan rangkaian
kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah nota
kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama. Pelaksanaan kerja
sama dilakukan oleh unit kerja terkait yang sudah ada (Subkomisi,

Biro, dan Bagian) atau oleh unit kerja yang dibentuk khusus.

Tugas unit pelaksana:

1. Membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan
kerja sama bersama mitra kerja;

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama,
dan,;

3. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama.

Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama

Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara bersama oleh
unit kerja yang terkait di Komnas HAM dengan melibatkan Biro
Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama serta mitra kerja.
Jika diperlukan Pimpinan Komnas HAM dapat membentuk tim
khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

kerja sama. Tim atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan


http://www.peraturan.go.id

-14- 2015, No.1622

pengawasan harus ahli/menguasai prinsip-prinsip pengawasan dan

seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin tahapan-tahapan pekerjaan
dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Pengawasan dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor
kelayakan untuk pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis
kegiatan kerja sama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-

beda.

Hasil pengawasan dijadikan bahan untuk evaluasi yang menentukan
apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki,
atau hal-hal lainnya. Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dapat
dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari Komnas HAM, mitra
kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang diberikan dan/atau
memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara

bersama.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk

pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

Pengembangan Program

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu
untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan
pengembangan, penyempurnaan, dan/atau penciptaan kegiatan kerja
sama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan

kerja sama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program didasarkan pada:

1. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama
berlangsung;

2. Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-

periode mendatang.
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Penghentian dan Pemutusan

Kegiatan kerja sama dapat dihentikan sebelum berakhir masanya
jika ditemukan/terdapat penyimpangan dari kesepakatan yang tidak
dapat diperbaiki atau terlanggarnya prinsip-prinsip dan azas dalam
mengembangkan kerja sama sebagaimana dimuat dalam dokumen
Pedoman Kerja sama ini. Penghentian aktivitas/program kerja sama
yang dapat berlanjut pada pemutusan hubungan kerja sama
dilakukan setelah kedua belah pihak bermusyawarah dan tidak
dapat menemukan kata sepakat untuk memperbaiki hubungan
dan/atau melanjutkan aktivitas kerja sama hingga batas waktu yang

telah disepakati sebelumnya.

Pemberian Rekomendasi Bantuan Luar Negeri Untuk Lembaga Lain

oleh Komnas HAM

Surat Rekomendasi yang dimintakan kepada Komnas HAM atau
Anggota Komnas HAM memiliki beberapa jenis peruntukan: a).
memperoleh bantuan luar negeri; b). memperoleh akses untuk
bekerja; ¢). peruntukan lain di luar bantuan luar negeri atau pun
akses untuk bekerja (misal untuk sekolah dsb).
1. Pengaturan bagi pemberian surat rekomendasi guna
memperoleh bantuan luar negeri atau pun akses untuk bekerja.
a. Tentang kualifikasi lembaga yang diberi rekomendasi:
Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk memperoleh
bantuan luar negeri kepada lembaga, apabila lembaga yang
diberi rekomendasi dengan kriteria:
1) memiliki kejelasan status hukum;
2)  memiliki komitmen dalam pemajuan dan perlindungan
hak asasi manusia;
3) memiliki rekam jejak dan kualifikasi yang baik dalam
Proinejuany dean perlinduogan beade asas woaosin,
4] bersedin wotul menberikang nfrmast Bila dipeloloar.
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Pemberian rekomendasi untuk peruntukan lain dalam hal ini
misalnya adalah rekomendasi untuk sekolah. Hal ini dapat dilakukan
oleh Anggota Komnas HAM dalam format pemberian surat keterangan

umuin.

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NUR KHOLIS
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LAMPIRAN I

PEEATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANISLA

NOMORE 003/ PER.KOMNAS HAM/ VIIf 2015
TENTANG
PEDOMAN KERJIASAMA KELEMBAGAAN

CONTOH FOFMAT NOTA KESEPAHAMAN

0

KOMISI NASIOMAL HAK ASASI MANUSIA

REPUELIK INDONESLA

NOTA KESEPAHAMAN

KOMISI NASIONAL HAK ASAS| MANUSIA (2)

DENGAN
’ ' 3)
NOMOR muad i201 i4)
NOMOR ! i s e
TENTANG
. [5)
Pada hari Kamis tanggal ...... bulan .........tahun ............, bertempat di

kami yang bertanda tangan dibawabh ini:

www.peraturan.go.id
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1 . Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) berkedudukan di jalan
Latuharhari Nomor 4B Menteng Jakarta
Pusat 10310, yang selanjuthya disebut
PIHAK KESATU;

2. rrrerererieesrenee D ieeren...dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama......... , berkedudukan di..............

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. (6)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK.

Dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada: (7)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

...dst.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama pengikatan jejaring HAM yang
dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat sebagaimana

tersebut dalam pasal-pasal dengan ketentuan sebagai berikut:
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BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN (8)

Pasal 1
Maksud diadakannya kerjasama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK
dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemajuan,
perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM di .......... sebagaimana dimandatkan
di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
diwujudkan secara proporsional dan profesional sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing.

Pasal 2
Tujuan kerjasama dimaksudkan guna memastikan terwujudnya perlindungan dan
penghormatan terhadap HAM Aparatur Pemerintah dan Masyarakat melalui tersedianya
payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini maupun pada masa
yang akan datang, dan mempunyai daya laku yang efektif dan efisien dalam

masyarakat.

BAB Il
RUANG LINGKUP (9)

Pasal 4
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan jejaring HAM dan
kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan

pemenuhan HAM di ......... ...

BAB Il
BENTUK KERJASAMA (10)

Pasal 5
Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dilakukan dalam bentuk
Perjanjian Kerjasama para pihak yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari

Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 6
Kerjasama antara PARA PIHAK dalam hal jejaring HAM dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK. Khusus bagi PIHAK KESATU akan
melaksanakan kegiatan dalam rangka penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM

sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 7
Kerjasama antara PARA PIHAK di bidang tukar menukar data dan informasi dilakukan

untuk saling melengkapi data dan informasi diantara PARA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU (11)

Pasal 8
Nota Kesepahaman ini diadakan untuk jangka waktu ..... [ ) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diperbaharui atas persetujuan
PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN (12)

Pembiayaan yang timbul dari nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran

masing-masing.

BAB VI
PENUTUP  (13)

Pasal 9
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan
ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU

KETUA KOMNAS HAM

KETUA KOMIST NASTONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NUR KHOLIS
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LAMPIRAN III

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 003/PER. KOMNAS HAM/VII/2015

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

PENJELASAN FORMAT DAN PENJELASAN
TEKNIS PELAKSANAAN MOU

Penjelasan Format Nota Kesepahaman:

1. Logo lembaga (logo para pihak). Logo pihak pertama berada di
sebelah kiri dan logo pihak kedua berada di sebelah kanan;

2. Judul: Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Kesepakatan
antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mitra kerja atau
judul lain yang disepakati para pihak sesuai dengan kerja sama;

Nama lembaga yang melakukan kerja sama;

P

Nomor: nomor nota kesepahaman dari Komnas HAM dan lembaga
mitra;

Tentang: mengenai hal yang dikerjasamakan antara para pihak;
Keterangan para pihak untuk melakukan kerja sama;

Dasar hukum dilakukannya kerja sama antara para pihak;

NG

Maksud dan tujuan: menjelaskan maksud dan tujuan para pihak

dalam melakukan kerja sama;

9. Ruang lingkup kerja sama kegiatan yvang dilakukan antara para
pihak;

10. Bentuk kerjasama;

11. Masa berlaku dari suatu kesepahaman/kesepakatan yang akan
dilaksanakan;

12. Pembiayaan: keterangan dari pembiayaan yang akan ditanggung para
pihak dalam pelaksanaan kegiatan;

13. Penutup, terdiri dari:

a. Keterangan tentang jumlah naskah kesepahaman/kesepaka-tan
yang dibuat rangkap dua, dan memiliki kekuatan hukum yang

sama,
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Penutup, berisi ketentuan perubahan, jumlah nota
kesepahaman yang diikuti dengan kolom penandatanganan yang
berisikan: nama lembaga, tandatangan, nama penanda tangan,
dan jabatan penanda tangan. Kolom tandatangan pihak pertama
berada di sebelah kanan, dan kolom pihak ke dua berada di
sebelah kiri.

Dalam hal pihak mitra memiliki format standar maka format
nota kesepahaman/perjanjian kerja sama mengikuti

kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan Penandatanganan Nota kesepahaman dan/atau

Perjanjian Kerja sama

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pelaksanaan

penandatanganan nota kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja sama:

1. Pra-penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja

sama, yaitu:

a.

Tempat, hari, dan tanggal pelaksanaan. Penandatanganan Nota
kesepahaman dan/atau Perjanjian kerja sama harus disepakati
oleh calon mitra kerja. Kepastian tempat selanjutnya
dikonfirmasikan ke Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan
Kerja Sama diharapkan 1 (satu) minggu sebelumnya tanggal dan
hari pelaksanaan sudah bisa dipersiapkan;

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penandatanganan nota
kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sudah
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Komnas HAM dan
calon mitra kerja;

Paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan nota
kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama, naskah sudah
disepakati substansi isinya oleh kedua belah pihak dan telah
mendapatkan paraf dari wakil ketua eksternal;
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, tempat
dan jamuan makanan sudah dipastikan;

1)  sumber pendanaan

2) menu yang akan disajikan

3)  jumlah yang disediakan


http://www.peraturan.go.id

24 2015, N0.1622

e. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan, undangan
telah disebarkan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal

dan Kerja Sama.

2. Pelaksanaan penandatangan nota kesepahaman dan/atau perjanjian
kerja sama:
a. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama
bertanggung jawab untuk:

1 menyiapkan layout tempat acara;

)
2) menyiapkan pulpen dan cenderamata;
3) menerima tamu dan mendokumentasikan
4) memandu acara pelaksananaan penandatanganan nota

kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.

5) menyiapkan susunan acara paling lambat 2 (dua) hari
sebelum pelaksanaan, meliputi:
a) pembukaan;
b} penandatanganan nota  kesepahaman danj/atau

perjanjian kerja sama;
c) sambutan dari para pihak;
d) tukar menukar cindera mata;
e) foto bersama;
f) penutup, dilanjutkan ramah tamah.
b. Biro Umum bertanggung jawab untuk:
1) menyiapkan tempat dan fasilitas penunjang;

2) bertanggung jawab untuk menyiapkan peralatan jamuan.

3. Setelah pelaksanaan  penandatanganan, Biro  Perencanaan,

Pengawasan Internal, dan Kerja sama bertanggung jawab untuk:

a. mengkoordinasi dan memonitor semua persiapan hingga
selesainya pelaksanaan penandatanganan;

b. menyiapkan naskah nota kesepahaman dan/atau perjanjian
kerja sama;

c. membaca kembali nota kesepahaman dan/perjanjian kerja sama
vang sudah ditandatangani untuk dibubuhi stempel dari
masing-masing pihak yang bekerja sama;

d. menyimpan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama

yang asli.
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